
PERATURAN BUPATI  SOLOK SELATAN

PROVINSI  SUMATERA BARAT

NOMOR 3  T A H U N  2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang a. b a h w a  u n t u k  memenuhi Pasal 154  angka 1  d a n  Pasal 160
angka 1 s /d  angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. b a h w a  berdasarkan S u r a t  E d a r a n  Men te r i  D a l a m  Neger i
Republik Indonesia Nomor  9 1 0 / 1 0 6 / S J  tentang Petunjukn
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban D a n a  B a n t u a n  Operasional  Seko lah
Satuan P e n d i d i k a n  N e g e r i  y a n g  diselenggarakan o l e h
Kabupaten/Kota P a d a  Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja
Daerah Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud pada angka (5) hu ru f  (c) angka
(4)), Penyesuaian alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud
pada angka 3) di lakukan dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan p e r k a d a  t e n t a n g  P e n j a b a r a n  A P B D ,  d a n
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, u n t u k  selanjutnya
ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD;

c. b a h w a  berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota d a n  Nagari/Desa serta
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :  903-631-2017
tentang Alokasi  D a n a  Bantuan  Keuangan Bersi fat  Khusus
Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran
2017;



d. b a h w a  berdasarkan pertimbangan h u r u f  a ,  b  d a n  c ,  pe r l u
dilakukan pergeseran anggaran berupa perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6  Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

Mengingat 1 .  Undang-Undang N o m o r  2 8  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi,
Kolusi dan  Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 7  Ta h u n  2 0 0 3  tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 0 3
Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Dharmasraya,  Kabupa ten  S o l o k  Se la tan  d a n

Kabupaten Pasaman B a r a t  d i  P rov ins i  Suma te ra  B a r a t

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 0 4
Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang N o m o r  2 5  Ta h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  S is tem
Perencanaan Pembangunan  N a s i o n a l  ( L e m b a r a n  N e g a r a
Republik Indonesia  Ta h u n  2 0 0 4  N o m o r  1 0 8 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat d a n  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang N o m o r  9  Ta h u n  2 0 1 5  t e n t a n g
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  2 4  Ta h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Kedudukan Protokoler dan  Keuangan Pimpinan dan  Anggota
DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD;

12. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 0 5  t e n t a n g
Pengelolaan Keuangan B a d a n  Layanan  U m u m  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 5  Ta h u n  2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n
2005 N o m o r  1 3 7 ,  Tambahan  Lembaran Negara Repub l ik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan D a e r a h  (Lembaran Negara  Repub l i k
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemer in tah  N o m o r  5 8  Ta h u n  2 0 0 5  t e n t a n g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan d a n  Penerapan S t a n d a r  Pelayanan M i n i m a l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan d a n  Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intah
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indones ia  Ta h u n  2 0 0 6  N o m o r  2 5 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2011
Nomor 59 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2  Ta h u n  2012  tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun  2011
Nomor 59 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

22. Peraturan Pemer in tah N o m o r  1 8  T a h u n  2 0 1 6  t e n t a n g
Perangkat D a e r a h  D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te lah
diubah dengan Peraturan Menter i  Da lam Negeri Nomor 2 1
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Neger i  N o m o r  1 3  Ta h u n  2 0 0 6  ten tang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja
Daerah Tahun Anggaran 2017;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1  Tahun
2017 ten tang  Anggaran Pendapatan d a n  Be lan ja  Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

27 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun
2016 ten tang  Pembentukan Organisasi  Perangkat  Daerah
Kabupaten Solok Selatan;

28. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penjabaran A n g g a r a n  Pendapatan  d a n  B e l a n j a  D a e r a h
Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;



29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN B U PAT I  TENTANG PERUBAHAN K E D U A ATA S
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 6  TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN A N G G A R A N  PENDAPATAN D A N
BELANJA D A E R A H  KABUPATEN S O L O K  SELATAN TA H U N
ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
Anggaran 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bupati Solok Selatan Nomor 17
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat i  Nomor 6  Ta h u n  2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun
Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah

815.074.658.119,00 bertambah/berkurang sejumlah 22.959.400.000,00 sehingga menjadi

838.034.058.119,00 dengan rincian sebagai berikut :

o k  A. Pendapatan Daerah

a. S e m u l a  7 7 9 . 1 0 5 . 9 4 3 . 3 7 6 , 0 0

b. Bertambah /  (berkurang) R p  2 2 . 9 5 9 . 4 0 0 . 0 0 0

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran 8 0 2 . 0 6 5 . 3 4 3 . 3 7 6 , 0 0

B. Belanja Daerah

a. S e m u l a  8 1 5 . 0 7 4 . 6 5 8 . 1 1 9 , 0 0

b. Bertambah /  (berkurang) R p  2 2 . 9 5 9 . 4 0 0 . 0 0 0

Jumlah Belanja Setelah Pergeseran 8 3 8 . 0 3 4 . 0 5 8 . 1 1 9 , 0 0

Surplus (Defisit setelah Pergeseran) R p  (35.968.714.743)

C. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) S e m u l a  R p  3 8 . 9 6 8 . 7 1 4 . 7 4 3

2) Bertambah /  berkurang) R p

Jumlah Penerimaan Setelah Pergeseran R p  38.968.714.743



b. Pengeluaran

1) S e m u l a  R p  3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

2) Bertambah /  (berkurang) R p

Jumlah Pengeluaran Setelah Pergeseran

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pergeseran

Rp 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0

Rp 3 5 . 9 6 8 . 7 1 4 . 7 4 3

Rp

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

4. Semua Lampiran yang tercantum didalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupat i  i n i
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 7 .  A g u s t u s  2017

.54., B U P A T I  SOLOK SELATA

Diundangkan
* p a d a  tanggal

SEKRETA U P A T E N  SOLOK SELATAN,

di Padang Aro
I A g u s t u s  2017

a t /  MUZNI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR  2-11


